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Kasuzs penyalahgunaan fakiur pajak yang dilakukan oleh PT. Putra Mandir
mempakan sederetan kasus penggunaan fakiur pajak fkif vang dilakukan oleh
korporasi schagai subjek hukum dengan melabuban pelangearan terhadap ketenbean
perpajakan vang menimbulkan kerugian terbadap pendapatan negara, pencgakan hukum
pidana sebagai wltimom remediom telal diakulan terhadap PT. Putra Mandin melalui
putnsan majelis hakim PN Lhokscumawe nomor 35Pid Sus2022/PN Lsm, dimana
dirckiur perusahaan dijabohi vonis pidana penjara dan pidana denda sebagai bentuk
perangoungjawaban  pidana  atas  perbuatan  melanggar  keteniean  perpajakan
berdazarkan UL Mo, 28 Tahwn 2007 testang Keteniwan Umom dan Tata Cara
Perpajakan.

Eomtribusi pajak dalam menopang pembiayaan negara setiap tahun ditustut temos
mengalami peningkatan sermentara maraknya kasus fakiur pajak fikiif oleh korporasi
berpotensi menggerus pendapatan negara, beragam puiusan terhadap korporasi pelaku
vang diminta pertanggungjawaban pidana dischabkan tidak ada aturan cksplisit dalam
ketenfuan umum perpajakan yang menyatakan bahwa korporasi sebagai pelaku dan
subjek hukum dapat dimintai perangoungjawaban pidana schingea menimbullean multi
penafsiran atas dokirin atau teon pertanggungjawaban pidana, hal ini  menyebabkan
proses penegakan hukum belum menjadi detterent effect dan belum mampo  memenuhi
prinsip keadilan koreltif sebagaimana dimakswd oleh Aristoteles dalam  rangka
mengoptimalkan pemulihan kemagian negara,

Metode penelitian yvang digunakan dalam penelitian int adalah pencelitian hukum
norrsatif, Data vang digunakan adalah data sckunder, Analisa data dilakukan secara
preskriptif dan iwerpretanive terhadap pumisan nomor 35Pd Sus2022PN. Lam guna
membenkan gambaran vang pelas terkail pertanggungjawaban pidana korporasi dan
mencmukan formula ideal penegakan hubom terhadap korporasi pengouna fakiur pajak
fiktif dalam tindak pidana perpajakan.

Hasil penelitian dan pembalasan atas pufusan pnomor 35/Pid Sus2022PN Lsam
vang mencmpatkan Dirckiur PT. Puira Mandini vang dimintal peranggungjawaban
pidana korporasi atas kasus penggunsan fakiur pajak filoif, peranggungjawaban
pidananya menggunakan teorn vicarfons Maliling, dimana pertanggungjawaban pidana
korporasinya dibebankan kepada pengurus atan yang mewakili dan mengace pada
Peraturan Jakza Agung No. PER-0ZE/AJASIQO2014, berbeda dengan Putusan Momor
334Pid Sus 20200 PH kit Bri vang menempatkan PT. G2G sebagai korporasi yang
dimintai  pertanggungjawaban  pidana  dengan  pendekatan  fdennificarion  Theory.
Pencgakan hukum pidana perpajakan atas korporasi pengouna fakiur pajak fikiif
mengedepankan asas uliimum remediom melalui serangkaian kegiatan mulai dan proses
pemeriksaan bukii permulaan yang  dilanjuwikan dengan tahapan penyidikan oleh
penyidik PPNS Dirckiorat Jenderal Pajak dan pelimpahan tersangka kepada pahak
kejaksaan untuk dilakulan proses penuniutan hingga keluamya putuszan pengadilan.
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